BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANCG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

b,

1.

BUPATT COROCNTALQ,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pcedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah
sebagaimana elan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan di
Daerah;

bahwa guna terlaksananya ketentuan sebagaimana
dimaksud pada hurut a, perlu menghapus beberapa pasal
pada Peraturan Dacrah Kabupaten Gorontalo Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
paca hurnf a, dan hurufb, perlu membentuk Peraturan
Daerab  tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Perizinan Tertentu,;

Undang-Undang  Nomor 29  Tahun 1959  tentang
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74, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 38  Tahun 2000  tentang
Pembentukan  Provinsit  Gorontalo (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4060);

3. Undang-Undang Nomor 286 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor i2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinva dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

| Indonesia Nomor 5679);

| 6. Peraturan Peruerintah Nomor 30 Tahunl979 tentang
Pemin.dahanlbukota Kabupaten Dati 1l Gorontalo dari Isimu
ke Limboto /Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
197% Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3147);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomoir 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuvangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran




10.

1k.

12.

_3.

Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubahuntuk keduva kalinya dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011;

Peraturan WMenteri Dalamm  Negeri Nomor 19 Tahun 2017
tentang Pencabatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan lzin Gangguan
di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri kepublik  Indonesia Nomor 22 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan
Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 481);

Peraturan Daeran Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran D_aerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006
Nomor 4 Seri Ej;

Peraturann Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3}
sebagaimana  telah dirubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Gorontalo Nomor 8  Tahun 2017  tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo
Nomor 2 “ahun 2012 tentang Retribusi Perizinan

Tertentu (Lembaran Daerah Kuabupaten Gorontalo Tahun
2017 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAEUPATEN GORONTALO

dan

BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAMN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
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Pasal 1

Ketentuan pada BAZ2 1V Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dalam Peraturan
Daerah Kabunatlen Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Perizinan  Tertentu (Lembaran Daerah  Kabupaten
Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8
Tahun 2017 tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gorontzalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentuv (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2017 Momor 8), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi;

Pasal I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

_pada tanpgal 19 ODesewmbe 208

e,
(__DBUPATI GO oNTALOY

MHELSON AALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal 19 DesSewmber Zo\¢

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

/—'
HAD H U. TAYED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAAUN 2018 NOMOR 10
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PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
SEKRETARIAT DAERAH

J. Sapta Marga Kel. Botu Kec. Kota Timur Gorontalo Telp (0435) 821277

Gorontalo, |¢ Desember 2018

Nomor : 180.342/Hukum-Org/ (7| Kepada Yth.
Lampiran: Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo
Perihal : Nomor Register Perda di -

Limboto

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor
900/BK/0881/VIII/2018 Tangyel 7 Agustus 2018 Hal : Permohonan Nomor Register
Perda dan berdasarkan Pasal 102 ayat (1) serta Pasal 105 ayat (1) Permendagri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bersama ini
Kami sampaikan bahwa:

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu diberikan Nomor Register sebagai berikut:

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO: (10/46/2018);
Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah
Perda dimaksud, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 80 Tahun 2315 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

Demikian untuk menjadi maldum.

KEPALA BIRO HUK4M DAN ORGANISASI,

ar—

PiD

AWAN HEMETO, SH, MM
PEMBINA TKT 1
NIP. 19670130199803100¢




